PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja ¢ usul mengenal peraturan uang~tunggu dari Panitya Gadji dnn Hew
dudulkcan Pegawal Negerij;

Menimbanz 1 perlu segera mengadakan peraturan unbuic mengatur plnghui.‘l.m pe=
gawai Negeri jang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara wake
tu diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannjaj

Mendengar @ keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 Desember 1942, tanggal
3 dan 19 Desember 1949;

Mengingat : pasal 4 Undang-Undang Dasar Hepublik Indonesia dan Penetapan Pre-
siden No, 1 talun 1949;

MEMUTUSKANI
Dengan membatalkan sepgala peraturan jang bertentangan dengan “era= -
turan ini, menetapkan peraturan jang mengatur penghasilan pegawal legeri jang

tidak atas kemauan sendirli untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat
dari pekerdjaannja sebagal berikut:

Pasal 1.

(1), Pegawai Negerl jang dimaksudikan dalam peraturan ini ialah pegawail
Nogo__rri t.tt.up. -

(2). Jang dimaksudkan dengan pegawal llu,ﬂ. tetap dalam peraturan ini
ialah mereka jJans tersebut dalam pasal 15.

(3)s Jang dimaksudkan dengan g:dji ialah gadji-pokok dan gadji-tazbah-
an-peralihan jang diberikan wenurut peraturan gadii jeng berlaku,

Pasal 2,
Umg-»tmagu dihori.kan I:npd-. pegawal Negeri, jeng tidak atas lu-

8. karena perubshan susunan kantor atau perubshan banjaknja pezawal jan: dite-
tapkan, sehingza tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukanj

be karena tidak tjakap, akan teta)l masih memenuhl sjaratesjarat untuk sesuatu
djabatan Negeri jJang lainj;

Ce karena makilt,

Lasal 3.

(1). Kepada pegawal liegeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan
uang~tunggu paling lama satu tahun, Masa inl dalam hal-hal tersebut dibawah
dapat diperpandjang, tlap-tiap kali palins lama dengan satu tahun, akun teta=
pl djumlah masa pemberian uang-tunggu semuanje itu dengan memperhatilkan
ajat-ajat berikut tidak bolel lebih dari lima tahuni

a, apabila pegawal legeri tersebut dalam pasal 2 huruf c¢ menurut surat kete-
rangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan, karena masih sakit, belum dapat be-.
kerdje kembalij _



2

b. apabila pegawai Negeri tenmsebut dalam pasal 2 huruf a atau b, belum dapat
altempatkan kemball pada sesuatu djabatan, sekalipun ia telah berusaha
sungguh2 mtuk mendpat pekerdjaan.-

(2). DJjumlah segala masa menerima uang-tunggu bagl mereka tersebut dalam
pasal 2 huruf b, tidak boleh lebih dari lima tahun.-
Pasal 4.

Uang-tunggu diberikan mulai bulan, berikutnja bulan pegawai Negerd
diperhentikan dari pekerdjaan.-

Pasal 5.

(1). Ketjuali ketentuan2 dalam ajat (2) dan (3) pasal ini, meka banjak-
nja uang-tunggu adalah 50% dari gadji terachir,.-

(2). Bagl pegawail Negeri jang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a jang
njata benar-benar ket jakapannja, maka banjalnje uwsng-tunggu untuk tahun per—
tama dapat ditambah mendjadi 807%, tehun kedua 70%, tahun ketiga 60% den se-
terusnja 50% dari gadji terachir.- b

(3). Apabila banjaknja uwang-tunggu jang dimaksudkan dalam ajat2 diatas
kurang dari padai

a. 45 rupljah sebulan, maka kepada jJang berkepentingan diberikan tambshan
uangstunggu sekian banjaknja, sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannja
mendjadi 45 rupijah sebulanj

b. 65 rupijah sebulan bagi janz beristeri ( bersuami ) atau mempunjai anak
kandung atau anak tiri jang mendjadi tanggungannja penuh, mska kepada jang
berkepentingan diberikan tambahan ueng-tunggu sekian ban jaknja, sehingga
djumlah vang-tunggu dan tambahannja mendjadi 65 rupijah sebulan.

(&), Apabila pegawal Negeri jang menerima uang-tunggu, djika ia bekerdja
terus, mendapat kenaikan gadji menurut peraturan jang berlsku, maka uang-tungg
nja dapat diubah dan ditetapkan kemball atas dasar gadji baru.- Ketentuan
ini diketjualikan bagl pegawai Negeri Jang diperhentikan karena tidak tjakap.

(5). Apabila pegawal Negeri jang menerima uang-tunggu karena sakit te-
lah sembuh menurut Madjlis Pemeriksa Kesehatan, akan tetapli tidak atau belum
dapat dipekerdjakan kembali, karena tidak/belum ada lowongan, maka djika
ia njata benar2 tjakap, djumlah uang-tunggu mulai bulan berikutnja ia mengha=-
dap untuk dipekerdjakan kembali, dapat diubah sesuai dengan ajat (2) pasal

ini dengan ketentuan, bahwa djumlah masa pemberian uang-tunggu semua itu tidak
boleh lebih dari lima tahun.-

Pasal 6,

Petjahan rupijah dari djumlah usng-tunggu dibulatkan mendjadi satu
rupljah.

Pasal 7,

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu, mendapat tundjangan ke-
luarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlakue,~

Pasal 8,
Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu diwadjibkans

a. senantlasa bersiap sedia untuk dipekerdjakan kembali dan berusaha sungguh2
untuk mendapat pekerdjaan pada sesuatu Kantor Negerij

b, minta idzin lebih dahulu kepada Kepela Kantor Jang bersangkutan, apabila
ia mau pnindak ke lain tempat.=-



Zasal 9y

(1)e Pogawal legeri termsicsud dal ,pull 2 huruf a dan b selama ia menerima
usng=tunggu, dibolehkan hokuﬂja\m sementara waktu pada perusahaan part
kelir, akan :‘mjﬂ. hal ini tidak akan mengurangi kewadjiban Jang ditentuksn

(2)e Apabila pemawal Negeri tersebut dipekerdjakan untuk sementara waktu
pada sesuatu kantor Negeri dengan mendapat penghasilan dlsmaping vang=
tunggu, maks penghasilan pada kantor itu harus ditetapken selcian banjalmje
sehingga djumlah penghasilan dan uang=tunggzu tidek melebihi djuslah gadji
Jangz akan diterimanja, apabile iz bekerdje terus dalam djabatannja semtlae~

Lasal 10, .;,

(1)e Ketjuali ketentuan dalam ajat (2) pasal ind, maka npma pegawal Negprd
Jang dimaksudkan dalam pasal 2 pindsh kelain tempat tidak dengan idmin Kew
pala Kantor Jang bersangiutan atau menolak pekerdjaan jJany diberiksn kepada
nja jang menurut pendapat kepala Kantor jang bersangkutan, denga mengingat
kedudukan dan ketjskapan pegawal Negeri itu, patut diserahkan kepadsnja
make pewberian uangetunggu itu ditjabut mulai bulan berikutnjs ia pindah
kelain tempat atau diperintahkan untuk bekerdja.~

(2)e Ketentuan tersebut dalam ajat (1) pasal ini tidak didjslankansg

8. ambila pegawal Negerl jan; bersangkutan dapat mengemuksken alasan2
Jang patut diterima oleh Kepala Kantorj

o karena kesshatan pegawal Regeri tidak mengldzinkan mendjalanken
ptka'd;jun itu, janz harue dinjatakan dengan surat keterangan Madljelis
Km‘.‘."

(3)e Dalam hal temaksud dalam mt (2) buruf b, uang=tunsg diubsh mendjadi
uang-tunggu menurut pasal 3 hwruf a, mulal bulan berikuinja bulan ia mene-
rima sural keterangan 4 ri hnd:_lelh Pemeriksa Kesehatan jans men jatakan
bahwa 42 belum dapat dipekerdjsan kembali,-

fagal Ly

Dengan mengingat ketentusn? dalam pasal 10 ajat (1) dan (2), maka
G At ipeiven. Mlawuns Setmut Senud Sene Suioh Wihertiaiutins Sautes
bih dahulu akan pemberhentliannja dn-:l pekerdjaan menolak pekerdjaan lain jag
diberikan kepadaniae=

Pusal 12,

Uang tunggu diberikan dan ditjabut oleh Pembesar jang berhsk mengangkat,
serendsh=rendahn ja oleh Tepala Djawatanes=

lasal 13,

Terhadap putusan jang diambil oleh Jang berwaijib unt k mentjabut atau
tidak memberikan uwmngetunggu, pegawai Negeri jangz berkepentingan dapat memae
djukan keberatarmja dengan tertulis kepeda Pembesar jang leblh atas,=

lasal, Liy

Heaja perdjalanan dari pegawal Negerl janz harus diperiksa oleh Madjelis
Pemeriksa Kesehatan, dipikul oleh Negeri menurut peraturan perdjalanan dinss
Janz berlakug=

Dasal 10,

Jang diangzap sebagal Pegawal Negerl tetap menurut peraturan ini i:lah
mereka jang pada harl mulail berlakunja peraturan ini atau sesudalnja tanggal
itu telah mempun jal mssa=kerdja uhmmju tidik terputuseputus, selcurangeku-

J‘ 2 talumg=-

Pasallb,



i
Ketontuan tersebut dalam pasal 15 ini tidalk berlaku terhadap
Jang telah diperhentikan dari pekerd) sebelun hari sulal

peraturan ini, ketjuali dalem hal2 luar Jang harus ditentulkan oleh
Kepala Kantor Urusan Pegawal Negeri dengan persetudjuan lenteri Kewngane=

Lasal 17,

Peratur:n ini digebut "Peraturan usng-tunggu® untulk selwruh daerah Re-
publik Indonesia dan mulai berlaku pada hari bulan dan untuk
Jang akan ditetapkan lebih landjut dalanm pereturan pemerinfah tersendiri.-

>
Mtetapkan di Jogjekarta Wr")
mtmmlmw:l.%?a ra/

PRESIDEN REPUBLIK IMDONESIA,

- %

s, o,

MENTERY JANG DISERAHL URUGAN PEGA AL
NEGERI,

tid,
EOEJNAR,
Diwmankan
pada tanggal 30 September 1949,



